BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan
konsumen terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi,

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan
konsumen telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK
mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan pendanaan berbasis
teknologi informasi melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun
2011, POJK No. 40/POJK.05/2024, dan SEOJK No. 1/SEOJK.06/2024.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen,
transparansi informasi, dan praktik penagihan yang sesuai.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara layanan pendanaan berizin dan
tidak berizin. Layanan yang berizin beroperasi di bawah pengawasan langsung
OJK, sementara yang tidak berizin seringkali melakukan pelanggaran, seperti
penyalahgunaan data pribadi, penetapan bunga yang tidak wajar, dan
penagihan yang melanggar hukum.

3. OJK menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan layanan ilegal.
Meskipun telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI),

Kominfo, dan penegak hukum, keberadaan aplikasi ilegal yang terus
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bermunculan menjadi kendala utama yang mempersulit pengawasan secara
menyeluruh.

4. Efektivitas pengawasan dan upaya perlindungan konsumen oleh OJK
memerlukan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain, pemanfaatan
teknologi, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai

risiko layanan ilegal.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan koordinasi dengan
Kominfo, Satgas Waspada Investasi (SWI), dan aparat penegak hukum agar
proses pemblokiran layanan pendanaan ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan
efektif. Dengan adanya kerja sama yang solid, pengawasan terhadap layanan
ilegal bisa berjalan lebih maksimal.

2. OJK harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
mengenai risiko penggunaan layanan pendanaan ilegal. Edukasi ini bisa
dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kampanye publik agar
masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara layanan berizin dan tidak
berizin.

3. Penggunaan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan (Al) perlu
dikembangkan oleh OJK agar mampu mendeteksi aktivitas layanan ilegal
secara real-time. Hal ini akan membantu OJK untuk segera menindak aplikasi

yang melanggar ketentuan sebelum merugikan konsumen.
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4. Perubahan regulasi agar konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih
baik, Perubahan ini harus dilakukan secara berkala agar tetap sejalan dengan
perkembangan sektor keuangan agar mampu menghadapi tantangan yang
muncul dalam sektor keuangan, salah satunya Layanan Pendanaan Digital.

5. Perlindungan data pribadi konsumen harus diperkuat melalui pengawasan
ketat terhadap layanan berizin. OJK harus memastikan bahwa penyelenggara
layanan mematuhi seluruh ketentuan terkait keamanan data, termasuk kerja
sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait perlindungan

data pribadi.
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